
[image: KAB BLITAR]                                       [image: ]
RENCANA KERJA  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024

















DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN BLITAR
Jl. Imam Bonjol No. 13   (0342) 801833 
Blitar











       	














	





























60

		RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024		99

DAFTAR ISI

Daftar Isi 	 1
Bab I Pendahuluan  	 2
1.1. Latar Belakang 	 2
1.2. Landasan Hukum	 4
1.3. Maksud dan Tujuan	 5
1.4. Sistematika Penulisan 	 6
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 	 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 	28
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD  	32
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............................  52
Bab III Tujuan dan sasaran PD	63
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	64
3.3. Program dan Kegiatan 	64
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	90
[bookmark: _GoBack]Bab V Penutup......................................................................................................98



	

BAB I. 
 PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 mengacu pada tema, Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu – isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan:
1. Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan  dan pengawasan.
Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1) Pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
3) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
4) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
5) Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan    koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
6) Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
7) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan	dan perlindungan   koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
8) Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  yang  dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
9) Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pengembangan	 usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
10) Pengkoordinasian monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas;
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
 Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu- isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.
Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan pada Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar  Tahun 2024. Bentuk kegiatan yang di usulkan dari Renja yang mendukung visi dan misi bupati, antara lain dengan bimtek dan monev terhadap koperasi dan UM.







1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UM);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha; 
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Analisis Standart Belanja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023
18. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan di susunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai rencana pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2024. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah untuk merumuskan program dan kegiatan beserta rencana anggaran Tahun 2024 secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta di sesuaikan bidang urusan, kebutuhan kemampuan keuangan daerah yang tersedia guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi OPD. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :
1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024;
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja tahun 2024;
3. Mengecek dan menguji keterkaitan antara strategi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
4. Mengukur kemampuan anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Sebagai alat kendali/evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.
BAB I.   PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum 
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 	 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3  Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD
3.1.  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3.  Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan kegiatan





BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.




























BAB II.
 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja merupakan salah satu acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2022 Pelaksanaan Program Kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 yang mengacu RPJMD 2016-2021 melaksanakan sejumlah 8 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 7.608.170.881.
Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 7 program 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Total alokasi anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 7.408.998.000 dengan sumber APBD 2024.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja  
hasil/keluaran yang direncanakan.
1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
· Sub Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan aturan penilaian kesehatan koperasi
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
1. Program Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penerbitan Izin Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota
a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6. Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
a. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 
1. Program Pengembangan UMKM
Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 1,12 %, dengan melaksanakan sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi. Tercapainya program ini sebagai dukungan program OVOP di Kabupaten Blitar.
2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
	Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain :
a. Tidak adanya pengajuan permohonan rekom koperasi usaha simpan pinjam yang masuk.
b. Banyak Koperasi yang ditawarkan program pembiayaan dari LPDB namun Koperasi lebih memilih kredit dengan perbankan dengan alasan syarat yang lebih mudah dan waktu pengajuan kredit lebih singkat.
c. Adanya unit usaha yang tidak lolos kurasi produk dengan indomaret karena kemasan produk kurang menarik
d. Kurangnya kesadaran pelaku UM tentang pentingnya memenuhi legalitas usaha Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
e. Masih kurang berkompentennya unit usaha.
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  yang ditimbulkan dari ketidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan sampai dengan triwulan IV akan direalisasi sampai tahun anggaran berikutnya.
2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
Dalam upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran yang telah dipasang dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut: 
a. Penetapan terget berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran ;
b. Pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan rencana anggaran kas; 


Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2022 




		Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)
	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

	
	
	
	
	
	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022
	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	
	
	
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	01
	
	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Rata - rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	300
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	01
	2.01
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun

	8
	8
	8
	8
	100
	8
	24
	3

	17
	01
	2.01
	0001
	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah

	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah yang disusun

	4
	4
	4
	6
	150
	6
	16
	4

	17
	01
	2.02
	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat waktu

	17
	12
	12
	12
	100
	12
	6
	35,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	01
	2.02
	0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan

	27
	27
	27
	27
	100
	27
	81
	3

	17
	01
	2.02
	0002
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.06
	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel

	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.06
	0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	5
	5
	5
	5
	100
	5
	15
	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	01
	2.06
	0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	10
	10
	10
	10
	100
	10
	30
	3

	17
	01
	2.06
	0003
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
	6
	6
	6
	6
	100
	6
	24
	4

	17
	01
	2.06
	0004
	Penyediaan Bahan Logistik kantor
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan
	4
	4
	4
	4
	100
	4
	12
	3

	17
	01
	2.06
	0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	66
	66
	66
	66
	100
	66
	198
	3

	17
	01
	2.06
	0006
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan
	36
	36
	36
	36
	100
	36
	108
	3

	17
	01
	2.06
	0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	187
	187
	187
	187
	100
	187
	561
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	01
	2.06
	0010
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Jumlah Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	20
	20
	20
	20
	100
	20
	90
	3

	17
	01
	2.07
	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	10
	10
	10
	10
	100
	5
	25
	2,5

	17
	01
	2.07
	0006
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
	10
	10
	10
	10
	100
	5
	25
	2,5

	17
	01
	2.08
	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.08
	0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	01
	2.08
	0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.08
	0003
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.08
	0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.09
	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.09
	0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	12
	12
	12
	12
	100
	12
	36
	3

	17
	01
	2.09
	0009
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
	4
	4
	4
	4
	100
	0
	8
	2

	17
	01
	2.05
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah yang mengikuti sosialisasi
	75
	75
	75
	0
	0
	360
	435
	5,8

	17
	01
	2.05
	10
	Sosialisasi peraturan perundang - undangan
	Jumlah yang mengikuti sosialisasi
	75
	75
	75
	0
	0
	360
	150
	2

	17
	02
	
	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Persentase Rekom yang Diberikan/Dikeluarkan yang Terealisasi
	100 
	5
	5
	30 
	100
	30 
	80
	0,8

	17
	02
	2.01
	
	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Rekom Izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Satu Kabupaten yang Diterbitkan/Dikeluarkan
	30 
	30 
	20 
	20 
	100
	30 
	80
	2,67

	17
	02
	2.01
	01
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
	30 
	30 
	30 
	30 
	100
	30 
	30 
	3

	17
	02
	2.02
	01
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten/Kota
	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Siman Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota
	20 
	20 
	20 
	20 
	100
	30 
	70
	3,5

	17
	03
	
	
	Program Pengawasan Pemeriksaan Koperasi
	Persentase Koperasi yang Diawasi
	2,27
	5
	5
	1
	0,2
	8,4
	14,4
	6,3

	17
	03
	2.01
	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota
	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam satu Kabupaten yang Diperiksa dan Diawasi
	25
	5
	0,8
	0,8
	1
	0
	0,2
	0,009

	17
	03
	2.01
	01
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota
	Jumlah Koperasi yang Telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	25
	5
	0,8
	0,8
	1
	0
	0,2
	0,009

	17
	05
	
	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Satu Kabupaten/Kota
	37,8
	4,6
	37,8
	4,5
	0,11
	12,6
	21,7
	0,57

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	17
	05
	2.01
	
	Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Jumlah Pengurus Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Satu Kabupaten/Kota
	37,8
	4,6
	37,8
	4,5
	0,11
	12,6
	21,7
	0,57

	17
	05
	2.01
	01
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
	245
	237
	245
	237
	0,97
	395
	869
	3,5

	17
	06
	
	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset
	50
	50
	50
	5
	0,1
	25
	80
	1,6

	17
	06
	2.01
	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	50
	50
	50
	5
	0,1
	25
	80
	1,6

	17
	06
	2.01
	01
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
	180
	228
	228
	228
	100
	650
	1106
	6,1

	17
	07
	
	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Persentase Usaha Mikro yang Bermitra
	7
	1
	7
	1
	0,14
	3
	5
	1,28

	17
	07
	2.01
	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	- Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemudahan Perizinan
-    Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
	7
	1
	7
	1
	0,14
	3
	5
	1,28

	17
	07
	2.01
	01
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	5
	4
	5
	5
	100
	5
	15
	3

	17
	07
	2.01
	02
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
	30 
	45
	30
	45
	1,5
	10
	100
	3,3

	17
	07
	2.01
	03
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
	Jumlah Usaha Mikro yang  Telah Mendapatkan Perizinan
	100
	17
	100
	17
	0,17
	100
	134
	1,34

	17
	07
	2.01
	04
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
	200
	200
	200 
	200
	100
	20
	420
	2,1

	17
	07
	2.01
	05
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	300
	94
	300
	94
	0,3
	50
	238
	0,79

	17
	08
	
	
	Program Pengembangan UMKM
	· Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha
· Pertumbuhan Tenaga Kerja Usaha Mikro
	12,1
	0,9
	12,1
	0,9
	0,07
	18,82
	20,62
	1,7

	17
	08
	2.01
	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha
	75
	0,9
	75
	0,9
	0,012
	10
	11,8
	0,15

	17
	08
	2.01
	01
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
	450
	600
	450
	600
	1,3
	410
	1610
	3,58




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1) Pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
3) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
4) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam     Daerah;
5) Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan    koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
6) Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
7) Perumusan kebijakan dan koordinasi  pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
8) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan	dan perlindungan   koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
9) Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  yang  dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
10) Perumusan  kebijakan  dan  koordinasi  pelaksanaan pengembangan	 usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
11) Pengkoordinasian monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja  berpedoman pada RPJMD 2021-2026.
Sesuai dengan Visi Bupati  Blitar “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia Baldatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghofur” yang dijabarkan kedalam 4 Misi, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Visi yang ke-4 yaitu “ Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi  Daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian Lingkungan” dengan salah satu Prioritas Pembangunan “Pengembangan UMKM , pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang luas dan meningkatkan PAD”. Secara perencanaan terintegratif langkah pencapaian  misi ke-4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung arah kebijakan “Mengakselerasi Produktivitas dan Pertumbuhan Sektor – sektor Unggulan”
Berdasarkan Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada misi ke IV RPJMD 2021-2026 Tujuan “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan :
a. Meningkatnya Kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
b. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur penunjang aksesbilitas perekonomian yang berkelanjutan ;
c. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.
Dari 10 indikator sasaran yang ditetapkan secara tidak langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pada pencapaian indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan.
Mengacu pada indikator sasaran pembangunan Kabupaten Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Tujuan OPD “ Meningkatnya Koperasi Berkualitas Dan Usaha Mikro Naik Kelas” dengan 2 Sasaran OPD yaitu 
1. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 
2. Terwujudnya Usaha Mikro naik kelas 
Dengan indikator sasarannya adalah 
1. Prosentase Jumlah Koperasi yang berkualitas
2. Prosentase Jumlah Usaha Mikro naik kelas
Dalam penyusunan rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna pencapaian indikator sasaran OPD yang mendukung pencapaian indikator sasaran pembangunan Kabupaten Blitar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memperhatikan isu - isu strategis Kabupaten, Propinsi dan Nasional yaitu  Program Kegiatan yang berwawasan gender, pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi nasional, pengembangan wirausaha dari sisi pemuda dengan perencanaan yang selain Prioritas OPD, buttom up, usulan masyarakat dan usulan politis





Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Tahun 2022
	NO
	Indikator
	SPM/Standar Nasional
	IKK
	Target Renstra SKPD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	catatan
Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	1
	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	-
	
	30 kop
	30 kop
	30 kop
	30 kop
	30 kop
	30 kop
	30 kop
	30 kop
	-

	2
	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	-
	
	20 kop
	20 kop
	30 kop
	30 kop
	20 kop
	20 kop
	30 kop
	30 kop
	-

	3
	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan
	-
	
	100 kop
	100 kop
	125 kop
	150 kop
	0
	0
	125 kop
	150 kop
	-

	4
	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota
	-
	
	12 kop
	12 kop
	15 kop
	18 kop
	11 kop
	5 unit usaha
	15 unit usaha
	18 unit usaha
	-

	5
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
	-
	
	300
	150 orang
	200 orang
	200 orang
	290 orang
	423 orang
	200 orang
	200 orang
	-

	6
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan
	-
	
	530 kop
	· 756
· 567
· 546
	· 793
· 595
· 573
	· 832
· 624
· 601
	180 orang
	130 orang
	180 orang
	180 orang
	-

	7
	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi
	-
	
	305 UM
	310 unit usaha
	350 unit usaha
	375 unit usaha
	305 UM
	185 unit usaha
	350 unit usaha
	375 unit usaha
	-

	8
	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memilii akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan,penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
	-
	
	1 data base
	100 unit usaha
	100 unit usaha
	100 unit usaha
	-
	96 unit usaha
	100 unit usaha
	100 unit usaha
	-

	9
	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro
	-
	
	50 UM
	50 unit usaha
	50 unit usaha
	50 unit usaha
	30 UM
	14 unit usaha
	50 unit usaha
	50 unit usaha
	-

	10
	Jumlah usaha mikro yang telah mendapat perizinan
	-
	
	50 UM
	100 UM
	100 UM
	100 UM
	81 UM
	26 unit usaha
	100 unit usaha
	100 unit usaha
	-

	11
	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro
	-
	
	200 UM
	100 unit usaha
	200 unit usaha
	200 unit usaha
	107 UM
	49 unit usaha
	200 unit usaha
	200 unit usaha
	-

	12
	Jumlah SDM  yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
	-
	
	-
	300 orang
	300 orang
	300 orang
	-
	320 orang
	300 orang
	300 orang
	




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Berangkat dari permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro  di Kabupaten Blitar yang dapat      diidentifikasi sebagai berikut :
1. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif;
2. Lemahnya koperasi dan usaha mikro dalam hal legalisasi/sertifikasi;
3. Belum optimalnya pendampingan pengelolaan koperasi dan usaha mikro;
4. Rendahnya kapasitas koperasi dan usaha mikro dalam mengakses pembiayaan;
5. Lemahnya jaringan pemasaran dan usaha koperasi dan usaha mikro;
6. Minimnya inovasi koperasi dan usaha mikro dalam pengembangan produk; dan
7. Data base koperasi dan usaha mikro belum update secara elektronik.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu adanya analisa melalui pendekatan analisa SWOT (  Strenght,  Weakness, Opportunites dan Threats )  sebagai media untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dalam  pencapaian indikator  terwujudkan Koperasi berkualitas dan Usaha Mikro yang naik kelas.
Analisis SWOT yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats) secara bersama-sama. 
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar terdiri dari lingkungan internal dan eksternal.
Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan ( Strength )

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (Strength) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu:
1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang cukup .

2. Tersedianya Anggaran APBD Kab. Blitar / Provinsi maupun dari APBN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.
3. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
4. Adanya peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang Koperasi dan UM

Kelemahan ( Weaknees )

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan Kelemahan (Weakness) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu :
1. Kurangnya kemampuan dan pengalaman   sumberdaya   manusia  menghadapi permasalahan tentang Koperasi dan usaha mikro;
2. Masih   lemahnya  koordinasi   dengan  stakeholder;
3. Belum tersedianya Database maupun pengelolaan usaha koperasi dan UM  secara digital.
Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang ( Opportunities )

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data peluang (Opprtunities) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usahanya melalui pelayanan Pemerintah.
2.  Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Koperasi dan UM.

3.  Masih terbukanya peluang pasar digital terhadap produk Koperasi dan UM

Tantangan ( Threats )

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa  faktor yang dianggap merupakan tantangan (Threats)  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yaitu:
1. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan;

2. Terbatasnya anggaran dari pusat, provinsi maupun daerah.

3. Masuknya produk-produk import yang menambah ketatnya persaingan produk- produk UM.
4. Berdirinya pusat-pusat  perbelanjaan  modern  dan  lembaga keuangan  lain yang  
   mengancam Keberadaan Koperasi dan UM.
Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Strategi pemberdayaan koperasi dan UM tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Apalagi UM menjadi salah satu fokus dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sehingga UM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM , diharapkan akan tumbuh Koperasi dan UM yang tangguh dan kompetitif dari segi produksi, teknologi, permodalan  maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas.
Fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha sebagai embrio terbentuknya koperasi, pembentukan sentra-sentra usaha,  kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dan permodalan. 
Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan daya saing  yang Signifikan pada kegiatan usaha, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik Koperasi maupun UM yang dibarengi dengan peningkatan  kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan kualitas SDM, peningkatan permodalan, peningkatan pemasaran dan kerjasama kemitraan diharapkan akan menciptakan Koperasi dan Usaha Mikro  yang tidak hanya tangguh, mandiri, profesional namun juga mampu berdaya saing menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Blitar, yang berpengaruh positif terhadap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat  sehingga akan terwujud masyarakat kabupaten Blitar yang sejahtera. 
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program , Kegiatan dan sub kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).  Adapun tema pembangunan Tahun 2024 adalah “ Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar melalui Penguatan SDM, Infrastruktur dan Stabilitas Sosial Politik ”. Dalam Rancangan  RKPD terdapat 7 program 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang tercantum dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Total alokasi anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 7.408.998.000 dengan sumber APBD 2024.










Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Blitar
	No
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analisis Kebutuhan

	
	Program / Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikatif (Rp.)
	Program / Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikatif (Rp.)
	Catatan Penting

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Blitar
	Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	4.130.198.297
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Blitar
	Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	
	

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kab. Blitar
	
	100%
	6.919.884
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kab. Blitar
	Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	6.919.884
	

	
	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah

	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
	100%
	6.919.884
	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah

	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
	100%
	6.919.884
	

	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Kab. Blitar
	
	
	3.203.678.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Kab. Blitar
	
	
	3.203.678.000
	

	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Kab. Blitar
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
	25 orang
	3.177.278.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Kab. Blitar
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
	25 orang
	3.177.278.000
	

	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
	480 dokumen
	26.400.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
	480 dokumen
	26.400.000
	

	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Kab. Blitar
	
	
	268.153.708
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Kab. Blitar
	
	
	268.153.708
	

	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
	12 paket
	2.332.110
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
	12 paket
	2.332.110
	

	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	10 paket
	29.836.578
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	10 paket
	29.836.578
	

	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Kab. Blitar
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
	6 paket
	6.193.356
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Kab. Blitar
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
	6 paket
	6.193.356
	

	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan
	4 paket
	12.434.997
	Penyediaan Bahan Logistik kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan
	4 paket
	12.434.997
	

	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Kab. Blitar
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	66 paket
	15.570.587
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Kab. Blitar
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	66 paket
	15.570.587
	

	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan
	480 dokumen
	1.500.000
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan
	480 dokumen
	1.500.000
	

	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD
	187 laporan
	171.620.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD
	187 laporan
	171.620.000
	

	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	2500 dokumen
	28.666.080
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kab. Blitar
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	2500 dokumen
	28.666.080
	

	
	Pengadaan bahan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Kab. Blitar
	
	8 unit
	44.715.240
	Pengadaan bahan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Kab. Blitar
	
	8 unit
	44.715.240
	

	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Kab. Blitar
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 
	8 unit
	44.715.240
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Kab. Blitar
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 
	8 unit
	44.715.240
	

	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Kab. Blitar
	
	
	312.931.465
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Kab. Blitar
	
	
	312.931.465
	

	
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
	210 laporan
	2.095.125
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
	210 laporan
	2.095.125
	

	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
	12 laporan
	49.206.360
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
	12 laporan
	49.206.360
	

	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	12 laporan
	16.930.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	12 laporan
	16.930.000
	

	
	Penyediaaan jasa pelayanan umum kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
	12 laporan
	244.699.980
	Penyediaaan jasa pelayanan umum kantor
	Kab. Blitar
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
	12 laporan
	244.699.980
	

	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	
	
	
	293.800.000
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	
	
	
	293.800.000
	

	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	Kab. Blitar
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
	15 unit
	293.800.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	Kab. Blitar
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
	15 unit
	293.800.000
	

	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Kab. Blitar
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	1 unit
	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Kab. Blitar
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	1 unit
	-
	

	2
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 
	Kab. Blitar
	Persentase Rekom yang diberikan /dikeluarkan dari total permohonan yang masuk
	100%
	223.831.045
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 
	Kab. Blitar
	Persentase Rekom yang diberikan /dikeluarkan dari total permohonan yang masuk
	100%
	223.831.045
	

	
	Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah rekom izin usaha simpan pinjam 
	30 rekom
	75.000.000
	Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah rekom izin usaha simpan pinjam 
	30 rekom
	75.000.000
	

	
	Sub kegiatan Fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	30 unit usaha
	75.000.000
	Sub kegiatan Fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	30 unit usaha
	75.000.000
	

	
	 Kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah rekom izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten yang diterbitkan/dikeluarkan 
	-
	-
	 Kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah rekom izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten yang diterbitkan/dikeluarkan 
	-
	-
	

	
	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	0
	0
	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	0
	0
	

	3
	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	Kab. Blitar
	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi
	1%
	200.851.398
	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	Kab. Blitar
	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi
	1%
	200.851.398
	

	
	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah koperasi yang diperiksa/di audit

	20 koperasi
	200.851.398
	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah koperasi yang diperiksa/di audit

	20 koperasi
	200.851.398
	

	
	Sub kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan
	18 unit usaha
	200.851.398
	Sub kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan
	18 unit usaha
	200.851.398
	

	4
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian
	Kab. Blitar
	Persentase koperasi yang tertib administrasi
	57%
	31.991.839
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian
	Kab. Blitar
	Persentase koperasi yang tertib administrasi
	57%
	31.991.839
	

	
	Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasianbagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Persentase jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota
	50%
	31.991.839
	Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasianbagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Persentase jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota
	50%
	31.991.839
	

	
	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
	Kab. Blitar
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
	430 orang
	31.991.893
	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
	Kab. Blitar
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
	430 orang
	31.991.893
	

	5
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
	Kab. Blitar
	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi terhadap total koperasi
	25%
	178.008.161
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
	Kab. Blitar
	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi terhadap total koperasi
	25%
	178.008.161
	

	
	kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	
	530 unit usaha
	178.008.161
	kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	
	530 unit usaha
	178.008.161
	

	
	Sub kegiatan Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota
	530 unit usaha
	178.008.161
	Sub kegiatan Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota
	Kab. Blitar
	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota
	530 unit usaha
	178.008.161
	

	6
	Program pengembangan UMKM
	Kab. Blitar
	Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro
	18,82%
	2.059.569.805
	Program pengembangan UMKM
	Kab. Blitar
	Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro
	18,82%
	2.059.569.805
	

	
	Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi
	450 unit usaha
	2.059.569.805
	Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
	Kab. Blitar
	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha
	450 unit usaha
	2.059.569.805
	

	
	Sub kegiatan pengembangan usaha mikro 
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi
	450 unit usaha
	101.190.012
	Sub kegiatan pengembangan usaha mikro 
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi
	450 unit usaha
	101.190.012
	

	
	Sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan
	Kab. Blitar
	Jumlah yang difasilitasi
	100 orang
	213.851.048
	Sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan
	Kab. Blitar
	Jumlah yang difasilitasi
	100 orang
	213.851.048
	

	
	Sub Kegiatan fasilitasi incubator usaha mikro
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi
	1 unit usaha
	6.500.000
	Sub Kegiatan fasilitasi incubator usaha mikro
	Kab. Blitar
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi
	1 unit usaha
	6.500.000
	

	
	Sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi
	Kab. Blitar
	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapat fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi
	50 unit usaha
	1.738.028.745
	Sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi
	Kab. Blitar
	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapat fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi
	50 unit usaha
	1.738.028.745
	

	7
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
	Kab. Blitar
	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi
	7%
	733.378.500
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
	Kab. Blitar 
	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi
	7%
	733.378.500
	

	
	Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
	Kab. Blitar 
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan
	7%
	733.378.500
	Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
	Kab. Blitar 
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan
	7%
	733.378.500
	

	
	Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro
	10 unit usaha
	800.000
	Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro
	10 unit usaha
	800.000
	

	
	Sub kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan
	100 unit usaha
	240.000
	Sub kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan
	100 unit usaha
	240.000
	

	
	Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembanganusaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro
	100 unit usaha
	142.214.527
	Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembanganusaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro
	100 unit usaha
	142.214.527
	

	
	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
	50 orang
	240.000
	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
	Kab. Blitar 
	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
	50 orang
	240.000
	

	
	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan
	Kab. Blitar
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan
	480 orang
	589.883.973
	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan
	Kab. Blitar
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan
	480 orang
	589.883.973
	


















2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”.  Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD.
Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Usulan untuk kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.

Usulan-Usulan  Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 
yang masuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  untuk Tahun Anggaran 2024

	No
	Program
	Sub Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/Volume
	Catatan

	1.
	Program Pengembangan UMKM

	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Ngadri Kecamatan Binagun
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	250 orang


	

	2
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Kalimanis Kec. Doko
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Slorok Kec. Garum
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	4
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa/Kelurahan se-Kec. Kademangan
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	25 orang
	

	5
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa/Kelurahan se-Kec. Kademangan
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	25 orang
	

	6
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Dusun Jatilengger RT 01 RW 04 Kec. Ponggok
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	43 orang
	

	7
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Dadaplangu kec. Ponggok
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	35 orang
	

	8
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Jambewangi Kec. Selopuro
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	25 orang
	

	9
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kelurahan Sutojayan Kec. Sutojayan
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	55 orang
	

	10
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Jajar Kec. Talun
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	11
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Wates Kec. Wates
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	75 orang
	

	12
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Wlingi Kec. Wlingi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	13
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Lingkungan Pandean Kec. Wlingi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	14
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Kunir Kec. Wonodadi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	55 orang
	






Usulan-Usulan  Pokir  Tahun 2023 
yang masuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  untuk Tahun Anggaran 2024

	No
	Program
	Sub Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/Volume
	Catatan

	1.
	Program Pengembangan UMKM

	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Bacem Kecamatan Sutojayan
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang


	

	2
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Bacem Kec. Sutojayan
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Kemloko Kec. Nglegok
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	30 orang
	

	4
	Program Pemberdayaan UMKM

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Desa Bendosari Kec. Sanankulon
	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro
	30 orang
	

	5
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kel. Srengat Kec. Srengat
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	6
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Nglegok Kec. Nglegok
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	40 orang
	

	7
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Tumpak kepuh kec. Bakung
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	25 orang
	

	8
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa Bakung Kec. Bakung
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	25 orang
	

	9
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Desa  Lorejo Kec. Bakung
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	25 orang
	

	10
	Program Pemberdayaan  UMKM

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Desa Garum Kec. Garum
	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro
	30 orang
	

	11
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kel. Tawangsari Kec. Garum
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	30 orang
	

	12
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. Udanawu
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	13
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. Wonodadi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	14
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. Ponggok
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	15
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. garum
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	16
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. Wlingi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	17
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. Wlingi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	50 orang
	

	18
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Kec. Wlingi
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	20 orang
	

	19
	Program Pengembangan UMKM

	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi
	Pokmas Radja Bakso, Desa Karangsono Kec. Kanigoro
	Jumlah Unit Usaha mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,, SDM, serta Desain dan Teknologi
	100 orang
	



















BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Visi dalam RPJMN adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan mempunyai prioritas meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya. Dalam RPJMD Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masuk dalam prioritas Bhakti – 7 (Jatim Berdaya) yaitu Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Upaya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD yang merupakan isu strategis dari rantek RPJMD Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui  perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.  Di sisi lain, peningkatan daya saing UM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standarisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.  Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan.
3.2. Tujuan  dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.2.1. TUJUAN 
Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar 2021-2026 Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sasaran yang hendak diwujudkan serta indikator sasaran yang ingin di capai adalah  sebagaimana tabel dibawah
Tabel tujuan , sasaran, indikator sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Keterangan

	1.




2.
	Meningkatnya Koperasi Berkualitas 


Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas

	Terwujudnya Koperasi yang berkualitas
0. 
0. Terwujudnya Usaha Mikro naik kelas

	Prosentase Koperasi yang berkualitas

Prosentase Usaha Mikro naik kelas

	-




-



3.3. Program dan Kegiatan 
Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar tahun 2024 sesuai dengan Kepmendagri Nomor. 050-5889 Tahun 2021 sebanyak 7 program , 13 kegiatan, 30 sub kegiatan  yang bersumber dari dana APBD senilai  Rp. 7.408.998.000,-




RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BLITAR TAHUN 2024

	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	
TARGET
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	7.408.998.000,00
	
	9.340.028.750,00
	

	
	2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	
	
	
	
	
	7.408.998.000,00
	
	
	
	
	
	
	9.340.028.750,00
	

	
	2.17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	
	
	
	
	
	7.408.998.000,00
	
	
	
	
	
	
	9.340.028.750,00
	

	1.
	2.17.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	-
	100   %
	
	
	-
	4.130.198.297,00
	
	
	
	
	
	100   %
	3.805.635.478,00
	

	
	2.17.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	-
	-
	
	
	-
	6.919.884,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	27.310.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	
	
	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	
	
	
	4 Dokumen
	6.919.884,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	27.310.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	
TARGET
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	2.17.01.2.02
	Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
	-
	-
	
	
	-
	3.203.678.000,00
	
	
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	2.929.363.981,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	
	
	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	
	
	
	25
Orang/bulan
	3.177.278.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	2.876.893.981,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.02.0003
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	
	
	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	
	
	
	480
Dokumen
	26.400.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	52.470.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
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	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
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TARGET
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LOKASI
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	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	2.17.01.2.06
	Administrasi Umum
Perangkat Daerah
	-
	-
	
	
	-
	268.153.708,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	379.421.699,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	
	
	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	
	
	
	12 Paket
	2.332.110,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	3.565.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
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KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
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PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
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	2
	3
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	5
	6
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	
	
	
	10 Paket
	29.836.578,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	41.922.899,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0003
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	
	
	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	
	
	
	6 Paket
	6.193.356,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	6.352.800,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	
TARGET
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
	
	
	
	4 Paket
	12.434.997,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	13.080.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	
	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	
	
	
	66 Paket
	15.570.587,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	15.662.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0006
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
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	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	
	
	
	480
Dokumen
	1.500.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	2.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	
	
	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	
	
	
	187 Laporan
	171.620.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	237.519.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.06.0010
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
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	6
	7
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	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	
	
	
	2500
Dokumen
	28.666.080,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	59.320.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-
	-
	
	
	-
	44.715.240,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	14.912.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.07.0006
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
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TARGET
2024
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	
	
	
	8 Unit
	44.715.240,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	14.912.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	-
	-
	
	
	-
	312.931.465,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	274.787.031,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
	
	
	
	210 Laporan
	2.095.125,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	2.100.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	
	
	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	
	
	
	12 Laporan
	49.206.360,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	49.218.361,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.08.0003
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	
	
	
	12 Laporan
	16.930.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	7.790.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	
	
	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	
	
	
	12 Laporan
	244.699.980,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	215.678.670,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	-
	-
	
	
	-
	293.800.000,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	179.840.767,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	
	
	
	15 Unit
	293.800.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	115.710.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.01.2.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	
	
	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	
	
	
	1 Unit
	0,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	64.130.767,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.
	2.17.02
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	Persentase Rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk
	100   %
	
	
	100 %
	75.000.000,00
	
	
	
	
	
	100   %
	337.726.325,00
	

	
	2.17.02.2.01
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Rekom Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Terfasilitasi
	-
	
	
	30 Rekom
	75.000.000,00
	
	
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	225.150.883,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.02.2.01.0001
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	
TARGET
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	30 Unit
Usaha
	75.000.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	225.150.883,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.02.2.02
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	-
	-
	
	
	-
	0,00
	
	
	-
	PP-2 Penin gkatan
SDM yang berkualitas, berkarakter dan
berdaya saing serta penguatan perlindunga n sosial
	-
	-
	112.575.442,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.02.2.02.0001
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

	
	
	
	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	30 Unit
Usaha
	0,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP-2 Penin gkatan
SDM yang berkualitas, berkarakter dan
berdaya saing serta penguatan perlindunga n sosial
	-
	
	112.575.442,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3.
	2.17.03
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	-
	1   %
	
	
	-
	200.851.398,00
	
	
	
	
	
	1   %
	462.681.423,00
	

	
	2.17.03.2.01
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah Koperasi yang di
Periksa/audit
	-
	
	
	20 koperasi
	200.851.398,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	462.681.423,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.03.2.01.0004
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	
REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022
	
PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	
TARGET
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
	
	
	
	18 Unit
Usaha
	200.851.398,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	462.681.423,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	4.
	2.17.05
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	-
	57   %
	
	
	-
	31.991.839,00
	
	
	
	
	
	57   %
	668.343.793,00
	

	
	2.17.05.2.01
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	-
	-
	
	
	-
	31.991.839,00
	
	
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	668.343.793,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.05.2.01.0001
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

	
	
	
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
	
	
	
	430 Orang
	31.991.839,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	668.343.793,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	5.
	2.17.06
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	-
	25   %
	
	
	-
	178.008.161,00
	
	
	
	
	
	25   %
	761.220.435,00
	




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
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TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
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	PRIORITAS
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PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	2.17.06.2.01
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	-
	-
	
	
	-
	178.008.161,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	761.220.435,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.06.2.01.0009
	Pemberdayaan  Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

	
	
	
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	530 Unit
Usaha
	178.008.161,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	761.220.435,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	6.
	2.17.07
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	-
	7   %
	
	
	-
	733.378.500,00
	
	
	
	
	
	7   %
	1.656.781.040,00
	




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
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TARGET
2024
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	PRIORITAS
	
	
TARGET
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	2.17.07.2.01
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	-
	-
	
	
	-
	733.378.500,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	1.656.781.040,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.07.2.01.0002
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

	
	
	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
	
	
	
	10 Unit
Usaha
	800.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	40.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.07.2.01.0003
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro




	


NO
	


KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
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TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
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PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
	
	
	
	100 Unit
Usaha
	240.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	300.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.07.2.01.0004
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

	
	
	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
	
	
	
	100 Unit
Usaha
	142.214.527,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	450.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.07.2.01.0005
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
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KODE
	
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
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PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
	

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
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PAGU INDIKATIF (Rp)
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	PRIORITAS
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PAGU INDIKATIF (Rp)
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	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	
	
	
	50 Orang
	240.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	125.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.07.2.01.0015
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

	
	
	
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
	
	
	
	480 Orang
	589.883.973,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	-
	PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	741.781.040,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	7.
	2.17.08
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	-
	18,82   %
	
	
	-
	2.059.569.805,00
	
	
	
	
	
	18,82   %
	1.647.640.256,00
	

	
	2.17.08.2.01
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	-
	-
	
	
	-
	2.059.569.805,00
	
	
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	-
	1.647.640.256,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.08.2.01.0002
	Pengembangan Usaha Mikro
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	11
	12
	13
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	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Usaha Mikro yang
Terfasilitasi
	
	
	
	450 Unit
Usaha
	101.190.012,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	1.503.640.256,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.08.2.01.0003
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

	
	
	
	Jumlah yang Difasilitasi
	
	
	
	100 Orang
	213.851.048,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	11.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.08.2.01.0004
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang




	


NO
	


KODE
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	5
	6
	7
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	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	Jumlah Inkubator yang
Terfasilitasi
	
	
	
	1 Lembaga
	0,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	12.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.08.2.01.0005
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro

	
	
	
	Jumlah Usaha Mikro yang
Terfasilitasi
	
	
	
	1 Unit Usaha
	6.500.000,00
	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	
	11.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	
	2.17.08.2.01.0006
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
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PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN
2023
	
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	

KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
TARGET
2024
	
PAGU INDIKATIF (Rp)
	
LOKASI
	
SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	
TARGET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
	
	
	
	50 Unit
Usaha
	1.738.028.745,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa
	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	-
	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; PP-1
Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar
	-
	

	
	J U M L A H
	7.408.998.000,00
	





BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2024 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar diarahkan pada Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang Naik Kelas. 
Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dijabarkan dalam 6 kegiatan :
a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
· Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
dengan indikator kinerja :
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	· Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah;4 dokumen.



	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN; 25 orang


b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
· Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN




· Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; 480 dokumen



· Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD


c. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
· Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan; 12 paket	


· Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan; 10 paket






· Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan; 6 paket



· Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD )

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan; 4 paket



· Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan; 66 paket






· Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan; 480 dokumen







· Sub kegiatan penyelengaaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD; 187 laporan








· Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; 2500 dokumen







d. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan; 8 unit






d. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
· Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat; 210 laporan







 
· Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah laporan penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan;12 laporan


· Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ;12 laporan



· Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ;12 laporan



e. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
· Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ;15 unit



· Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ;1 unit



2. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam
· Kegiatan : penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan : fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten/kota
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota ; 30 unit usaha



· Kegiatan : penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi
 simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan : fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu 
dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten/kota

	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk operasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ; 30 unit usaha








3. Program : Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Kegiatan : Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
 koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan : pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan; 18 unit usaha






4. Program : pendidikan dan latihan perkoperasian
Kegiatan : Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten / kota
Sub kegiatan : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan 
kompetensi SDM koperasi
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian; 430 orang






5. Program : Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Kegiatan : Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah 
kabupaten/kota
Sub kegiatan : Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota

	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota




6. Program : Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
· Kegiatan : Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan
 perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
· Sub kegiatan : pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro; 10 unit usaha





· Sub kegiatan : fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan; 100 unit usaha



· Sub kegiatan : Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah usaha mikro yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro; 100 unit usaha




· Sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan 
usaha mikro
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; 50 orang



· Sub kegiatan : peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; 50 orang



7. Program : pengembangan UMKM
· Sub kegiatan : Pengembangan usaha mikro
	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi; 450 unit usaha



· Sub kegiatan : penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan


	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah yang difasilitasi; 100 orang





· Sub kegiatan : Fasilitasi incubator usaha mikro


	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi; 1 unit usaha


· Sub kegiatan : Produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi


	· Masukan (Input)
	:
	Tersedianya dana (APBD)

	· Keluaran (Output)
	:
	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi; 50 unit usaha
















BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. 
Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Semoga Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.                                                         
 							           Blitar,        Agustus  2023

                                                                           Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA    
                                                                          KECIL DAN MENENGAH,           
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